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KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR :421.3/513

TENTANG
IZIN OPF.RASIONAL (PENYESUAIAN IZIN!

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca L. Surat Permohonan Kepala SMAS HKBP Hutabayu Raja No.
421.3/57/SMA HKBP/2021, tanggal 15 April 2021 Penhal Penyesuaian

Izin Operasional Sekolah: ’
2. Berita Acara dan Insoumen verifikast lapangan permohonan penyesuaian

1z operasional SMAS HKBP Hutabayu Raja. ’

Menimbang - Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 50375459 tanggal 26 April
2019 tentang lzin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sckalah
Menengsh Alas, Sckolah Menengah kejuruan, Sckalah Luar Biasa).

Mengingal + 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tweniang
Sistern  Pendidikan Nasionel (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301];

2. Undiang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemedntahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelengearaan  Pendidikan  Wajib Mcmiliki Izin Pendirian dari
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 ‘fahun 2015 ientang Perubahan
wedun Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tlentang
Stancdar Nasional Pendidikan |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45|;

Pemaluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembarin Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negarm Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tenlang Pecdoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Mcnengah (Berita Negara
Republik [ndoncsia Tahun 2014 Nomor 607}; )

7. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Derusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Scktor Pendidikan dan Kebudayaan (Berila Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

Perafuran Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang

8.
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Provinsi Sumatera
Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor
6. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utam Nomor 32];
9. Peraturan Qubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Utaral; Bt
10. Peraturan Gubcrnur Sumatera Utam Nomor 39 Tuhun 2020 tentang
Penyelenpgiaraan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (Berita  Dacrab

provinsi Sumatera Utara ‘Tahun 2020 Namor 40].
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OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN) HIRES NEHTE N
‘\ .

{emberikan 1zin Operasional (Penyesuaian 1zin) kepada :
.l?. Nama Perusahaan * Yayasan Perguruan HKBP Hutabayu Raja

- Nomwr Induk Berusaha 1243000400615
3. Nama Sckolah SMA HKBP Hutabayu Raja
4. Alamat

Izin Qpcrasicmul sebagaimana dimaksud
legalitas Operasional Sekolah,

2,
3.

4.

JL SAML RajaNo. 158 Kel. Hutabayu
Kec. Hutabayu Raja Kab. Smalunzun

pada diktum KESATU merupakan

Sicknlah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum
vang berlaku;

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undungan;

Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan
kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan sctempar;

Surut Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayusan/
Penvelenggnra Sekolah atau Badan Swasta Lain,

Keputusan ini mulai berlaku sejak mnggal pembubuhan tandatangin digjtal
yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila

dikemudian han terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
schagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si
NIP. 19660209 199203 1 004

I. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar,

3. Pertngal
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